
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 69 TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA 
HONORER PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan 
kesejahteraan Tenaga Honorer, serta untuk menjamin 
terpeliharanya tertib administrasi kepegawaian Tenaga 
Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso, 
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pelaksanaan Disiplin dan Kesejahteraan Tenaga 
Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ; 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5 .Peraturan ... 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 
Nomor 4 Seri A); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN TENAGA HONORER PADA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 

6. Tenaga Honorer Pemerintah Daerah Kabupaten 
Bondowoso, yang selanjutnya disebut Tenaga Honorer, 
adalah Tenaga Honorer Kategori 1 dan Tenaga Honorer 
Kategori 2 pada Pemerintah Daerah. 

7. Tenaga Honorer Kategori 1, yang selanjutnya disebut 
Tenaga Honorer K 1 adalah tenaga honorer pada 
Pemerintah Daerah yang tercatat dalam data base 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan diangkat 
berdasarkan Kepu tusan Sekretaris Daerah serta 
ditugaskan pada PD. 

8. Tenaga Honorer Kategori 2, yang selanjutnya disebut 
Tenaga Honorer K2 adalah tenaga honorer pada 
Pemerintah Daerah selain Tenaga Honorer Kl dan tercatat 
dalam data base Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Repu blik Indonesia. 

9. Pemberhentian Tenaga Honorer adalah 
pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan 
kehilangan statusnya sebagai Tenaga Honorer. 

10.Insentif... 
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10. Insentif adalah pemberian penghargaan dari Pemerintah 
Daerah kepada tenaga honorer berupa uang untuk 
meningkatkan kinerja. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari: 
a . Hak, kewajiban, dan larangan; 
b. Hukuman disiplin; 
c . Pemberhentian; 
d . Pemindahan, perpanjangan, dan pemutusan kontrak; 
e . Kesejahteraan; dan 
f. Pembinaan dan Pengawasan. 

BAB III 
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 3 

Tenaga Honorer berhak atas: 
a. insentif; 
b. jaminan sosial; dan 
c. pesangon. 

Tenaga Honorer wajib: 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 4 

a. setia dan .taat sepenuhnya kepada Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Pemerintah; 

b. menaati segala ketentuan peraturan perundang
undangan; 

c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan 
kepada Tenaga Honorer dengan pen uh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab; 

d. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 
untuk kepentingan negara; 

e. masuk kerja dan menaati ketentuanjam kerja; 
f. mencapai sasaran kerja Tenaga Honorer yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja; 
g. menggunakan dan memelihara barang-barang milik 

negara/ daerah dengan sebaik-baiknya. 

Bagian .. . 
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Bagian Ketiga 
Larangan 

Pasal 5 

Tenaga Honorer dilarang: 
a. menyalahgunakan wewenang; 
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan 

pribadi dan/ atau orang lain dengan 
menggunakan kewenangan orang lain; 

c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, 
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik 
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat 
berharga milik negara/ daerah secara tidak sah; 

d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, 
teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam 
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan 
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak 
lain, yang secara langsung atau tidak langsung 
merugikan negara/ daerah; 

e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu 
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak 
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam 
jabatan; 

f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari 
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan 
dan/ atau pekerjaannya; 

g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu 
tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit 
salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan 
kerugian bagi yang dilayani; 

h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 
1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan cara: 
1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; 
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan 

atribut partai; 
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan 

Tenaga Honorer lain; dan/ atau 
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan 

fasilitas negara/ daerah; 
j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil 

Presiden dengan cara: 
1. membuat keputusan dan/ atau tindakan 

yang menguntungkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye; dan/ atau 

2. mengadakan kegiatan yang mengarah 
kepada keberpihakan terhadap pasangan calon 
yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang 
kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer 
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, 
dan masyarakat; 

k.memberikan ... 
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k. memberikan dukungan kepada calon anggota dewan 
Perwakilan Daerah a tau calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan 
surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda 
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai 
peraturan perundang-undangan; dan 

1. memberikan dukungan kepada calon Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: 
1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung 

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 
2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan 

dalam kegiatan kampanye; 
3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 
calon selama masa kampanye; dan/ atau 

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 
keberpihakan terhadap pasangan calon 
yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 
barang kepada PNS, Tenaga Honorer dalam 
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan 
masyarakat. 

BAB IV 
HUKUMAN DISIPLIN 

Pasal 6 

Tenaga Honorer yang tidak menaati ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dijatuhi 
hukuman disiplin. 

Pasal 7 

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan pidana, Tenaga Honorer yang 
melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. 

Pasal 8 

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
terdiri atas: 
a. teguran tertulis; dan/ a tau 
b. pemberhentian sebagai Tenaga Honorer. 

Pasal 9 

( 1) Tenaga Honorer yang melakukan pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dan/ atau Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin berupa 
teguran tertulis dan/atau pemberhentian sebagai Tenaga 
Honorer. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan. 

BABV ... 
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BABV 
PEMBERHENTIAN 

Pasal 10 

Jenis pemberhentian Tenaga Honorer terdiri dari: 
a. pemberhentian dengan hormat; 
b. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri; dan 
c. pemberhentian tidak dengan hormat. 

Pasal 11 

(1) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: 
a. pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas 

usia 58 (lima puluh delapan) tahun untuk Tenaga 
Honorer Teknis; 

b. pemberhentian dengan hormat karena mencapai batas 
usia 60 (enam puluh) tahun untuk Tenaga Honorer 
Pendidik (Guru); 

c. pemberhentian dengan hormat atas permintaan 
sendiri; dan 

d. pemberhentian dengan hormat karena meninggal 
dunia. 

(2) Tenaga Honorer dapat diberhentikan dengan hormat 
atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c apabila yang bersangkutan mengajukan 
permohonan berhenti dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tugas yang dibebankan kepadanya telah selesai 

dilaksanakan dan apabila masih dalam proses 
penyelesaian, permintaan berhentinya ditunda 
paling lama 1 (satu) tahun sampai tugas yang 
dibebankan selesai atau ada pengganti yang sanggup 
menyelesaikannya; 

b. permintaan berhenti dapat ditolak apabila Tenaga 
Honorer tersebut masih ada keterkaitan dalam 
keharusan bekerja pada Pemerintah Daerah 
karena adanya beban pekerjaan yang 
memerlukan penyelesaian lebih lanjut. 

Pasal 12 

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 
sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat 
dijatuhkan kepada Tenaga Honorer apabila yang 
bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/ atau Pasal 5, 
dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

Pasal 13 

( 1) Tenaga Honorer diberhentikan tidak dengan hormat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c apabila: 
a. melakukan tindak pidana kejahatan berat yang 

diancam dengan pidana penjara; 
b.terbukti ... 
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b. terbukti menyalahgunakan narkotika, psikotropika, 
precursor dan zat adiktif; 

c. melakukan tindakan indisipliner tidak masuk 
kerja tanpa keterangan yang sah selama 46 (empat 
puluh enam) hari kerja; 

d. melakukan perbuatan asusila; atau 
e. melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, dan/atau Pasal 5 dengan 
mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang 
dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (2). 

BAB VI 
PEMINDAHAN, PERPANJANGAN, 

DAN PEMUTUSAN KONTRAK 

Bagian Kesatu 
Pemindahan 

Pasal 14 

Tenaga Honorer dapat dimutasi pada PD lainnya sesuai 
dengan kebu tuhan dan formasi. 

Bagian Kedua 
Perpanjangan dan Pemutusan Kontrak 

Pasal 15 

(1) Masa kontrak Tenaga Honorer Kl dapat diperpanjang dan 
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah. 

(2) Masa kontrak Tenaga Honorer K2 dapat diperpanjang dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD. 

Pasal 16 

Pemutusan Kontrak Tenaga Honorer dapat dilakukan 
apabila: 
a. Tenaga Honorer berhalangan tetap sehingga tidak bisa 

melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter pemerintah; 

b. Tenaga Honorer terpilih menjadi Kepala Desa/Perangkat 
Desa; 

c. Tenaga Honorer yang diangkat sebagai Calon Pegawai 
Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja. 

BAB VII 
KESEJAHTERAAN 

Bagian Kesatu 
Pemberian Insentif 

Paragraf 1 
Insentif Tenaga Honorer K 1 

Pasal 17 

(1) Tenaga Honorer Kl setiap bulan diberikan insentif yang 
bersumber dari APBD atau sumber lainnya yang sah 
berdasarkan tingkat pendidikan. 

(2)Insentif. .. 
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(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
sebagai berikut: 

TINGKAT PENDIDIKAN BESARAN 
INSENTIF /BULAN (Rp) 

Dokter Soesialis 7.500.000,00 
Dokter Umum/Dokter Gigi 3.500.000,00 
S2 1.750.000,00 
S1 1.500.000,00 
D.II/D.III 1.250.000,00 
D 1, SMA/yang sederajat, 1.000.000,00 
SMP /yang sederajat, 
SD I yang sederaiat 

(3) Tenaga Honorer Kl yang ditugaskan pada Rumah Sakit 
Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso yang telah 
berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 
pembayaran insentifnya dibebankan pada anggaran BLUD 
Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten 
Bondowoso. 

(4) Insentif tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berlaku mulai bulan Januari 2021. 

(5) Daftar penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris Daerah. 

(6) Tenaga Honorer Kl sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 2 
Insentif Tenaga Honorer K2 

Pasal 18 

(1) Tenaga Honorer K2 setiap bulan diberikan insentif yang 
bersumber dari APBD atau sumber lainnya yang sah. 

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berlaku mulai 
bulan Juli 2020. 

(3) Insentif tenaga honorer K2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), terhitung mulai Januari 2021 dibayarkan 
berdasarkan tingkat Pendidikan dengan besaran insentif 
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2). 

( 4) Daftar penerima dan be saran in sen tif se bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan 
Keputusan Sekretaris Daerah. 

(5) Tenaga Honorer K2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
J aminan Sosial 

Pasal 19 

( 1) Tenaga honorer mendapatkan jaminan sosial dari 
Pemerintah Daerah berupa: 
a. Jaminan Kesehatan, termasuk 1 (satu) orang 

istri/suami dan 3 (tiga) orang anak; 
b. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

(2)Pembayaran ... 
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(2) Pembayaran premi Jaminan Kesehatan untuk Tenaga 
Honorer K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilakukan mulai bulan Agustus 2020. 

(3) Pembayaran premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian untuk tenaga honorer Kl dilakukan 
mulai bulan Oktober 2020. 

(4) Pembayaran premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan 
Jaminan Kematian untuk tenaga honorer K2 dilakukan 
mulai bulan September 2020. 

(5) Besaran premi jaminan sosial sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) sesuai dengan peraturan perundang
undangan. 

Bagian Ketiga 
Pesangon 

Pasal 20 

(1) Tenaga Honorer yang diberhentikan dengan hormat 
karena mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) 
Tahun, usia 60 (enam puluh) Tahun, meninggal dunia 
dan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, atau Pasal 
17 ayat (1) huruf a diberikan uang pesangon sebesar 
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

(2) Tenaga Honorer yang diberhentikan dengan hormat atas 
permintaan sendiri, diberhentikan dengan hormat tidak 
atas permintaan sendiri, atau diberhentikan tidak dengan 
hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) 
huruf c, Pasal 12, dan Pasal 13 tidak diberikan uang 
pesangon. 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 21 

Pembinaan dan pengawasan tenaga honorer menjadi 
tanggungjawab Kepala PD. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 22 

Tenaga Honorer K2 yang telah mencapai batas usia 58 (lima 
puluh delapan) tahun atau usia 60 (enam puluh) tahun atau 
lebih pada tanggal 1 November 2020 diberhentikan 
dengan hormat dan diberikan uang pesangon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1). 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Kepu tusan Sekretaris Daerah yang menetapkan besaran 
honorarium Tenaga Honorer Kl sebelum diundangkannya 
Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2020. 

Pasal 24 . . . 
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Pasal 24 

Premi Jaminan Kesehatan untuk Tenaga Honorer Kl yang 
telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini 
tetap dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemberian 
Honorarium dan Pemberhentian Tenaga Honorer Kategori 1 di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 32), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 26 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

lnl mulai berlaku 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Bondowoso. 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Bupati 
dalam Berita Daerah 

pada tanggal 

memerintahkan 
m1 dengan 

Kabupaten 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal .l6 01<\:.ober ~o~ 

Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal .:lb Qkt.ober ;lO~o 

AERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 69 
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